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BAB IV 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai pemenuhan hak mendapatkan 

pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III 

Dharmasraya maka kesimpulannya : 

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas III 

Dharmasraya dalam pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan 

kesehatan bagi narapidana belum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan 

Ham Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan 

Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hal ini 

juga dapat di lihat dari banyaknya narapidana yang di Lembaga Pemasyarakatan 

yang melebihi kapasitas (overcapacity), dengan tidak adanya tenaga kesehatan 

baik itu dokter, perawat, ahli gizi, bidan, analisis lab, asisten apoteker, ahli 

madya gizi, sanitarian, dan psikolog . Selain itu juga ketersediaan sarana dan 

prasarana di klinik lapas kurang memadai dan persediaan obat yang belum 

sepenuhnya lengkap, dan jika narapidana sakit yang tidak bisa ditangani oleh 

petugas lapas, maka akan di rujuk ke rumah sakit umum daerah yang mana 

pembiayaannya ditanggung pihak lapas. Dengan demikian penulis 

menyimpulkan bahwa sebagian hak mendapatkan pelayanan kesehatan sudah 

terlaksana tapi belum sepenuhnya optimal. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III 

Dharmasraya dalam pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi 

narapidana adalah tidak adanya tenaga kesehatan, serta kapasitas dan fasilitas 
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yang ada di lembaga pemasyarakatan seperti fasilitas kesehatan di klinik lapas 

dan kapasitas di lapas hanya untuk 100 orang warga binaan saja tetapi di isi 

dengan 248 orang warga binaan. 

3. Upaya dalam pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya adalah bekerja 

sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya dan Puskesmas Gunung 

Medan. Kerja sama ini dalam bentuk pemenuhan obat – obatan dan pemeriksaan 

kesehatan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya 

B. Saran  

Dari hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan  tentang ” Perlindungan 

Hukum terhadap pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmnasraya, maka penulis 

akan memberikan saran yang bersifat membangun agar mendaptkan pembaruan 

yang lebih baik. Saran yang penulis berikan sebagai berikut: 

1. Perlu adanya tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, ahli gizi, bidan, analisis 

lab, asisten apoteker, ahli madya gizi, sanitarian, dan psikolog di Lembaga 

Pemasyarakatan yang mana pada Lapas Dharmasraya ini warga binaannya sudah 

mencapai 248 orang. Karena jumlah ini termasuk kategori banyak tentunya 

membutuhkan tenaga kesehatan agar terpenuhinya hak narapidana dalam 

pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan, serta mengembangkan poli 

klinik dengan dilengkapi sarana dan prasarana kesehatan yang baik. 

2. Sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya di isi dengan 

jumlah narapidana yang sesuai dengan kapasitas lapas. Namun jika narapidana 
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melebihi kapasitas di lapas tentunya pemerintah mengupayakan perluasan lahan 

di kawasan Lembaga Pemasyarakatan. 

3. Menambah ruangan untuk warga binaan yang mempunyai penyakit menular, 

agar dapat mengurangi penularan penyakit kepada narapidana yang sehat dan  

menambah tenaga kesehatan seperti psikolog  maupun psikiater yang bisa 

memberikan berupa motivasi untuk membantu warga binaan ketika dalam 

kondisi jiwa yang terganggu.
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